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KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan
struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu
ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statisttk dan Persandian
Kabupaten Halmahera Selatan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dunaksud poui  a atas, liaka peiu  diGinctapkan
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statisttk dan Persandian
Kabupaten Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lenibaran Negara
R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
N1 Nomor 33850), scbagauniaria teldn diubdn dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
R1 Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3961)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera  Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinst Maluku Utara (Lembaran Negara RI1 Tahun
2003 Nowior 21, Tainibalian Lembaran Negaia I Nuiior

4264),



Memperhatikan

Menetapkan

e

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daeran {Lembaran Negara R1 Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor
5587) sebagaimana telah kedua kahh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
R1 Tahun 2015 Nomor 59),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Organisast Perangkat Daerah (Lembaran Negara R
Taliunn 2016 Nomor 114) sebagaumana telah dwbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 fentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik indonesia Tahun 2019
Nomor 187),

Peraturan Menter1 Komunikasi Dan Informatika Republik
indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan
mioniiatika {(Benta Negaia RepubhK hivoiiesia Tahun
2016 Nomor 1308),

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmaliera Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmaeliera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Noiiior 18 Tahuii 2021 tentang Pebentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Surat Kementerian Dalam Neger1 Nomor 061/4257 /OTDA
tertanggal 29 Jum 2021 Penhal Pertimbangan
Penyederhanan Struktur Organisast Perangkat Daerah
diingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsit Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATi HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANIiISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im1 yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pemerintah daerah adalah Bupati Halinahera Selatan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah

Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halinahera Selatan

Dewann Perwakilan Rakyat Daerali selanjutnya disebut DPFRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Peinerintahan Daerah

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dan Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan

Duias adalah Dimas Konwnukas:, Informatika, Statistik, dan Pesaichan,
Tugas Pokok adalah Tugas utama para peinangku jabatan tertentu pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian,

Fungsi1 adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian,

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara
dalam rangka memumpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berist fungsi dan
tugas beilkaitann déngan peélayaiiani TwigSional yaing béwdasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu

Jabatan Pelaksana adalah sekelomnpok jabatan yang berisi fungs: dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta admnistrasi
pemnerintahan dan pembangunan

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Pesandian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang
secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dmas Komunikasiy, Informatika, Statistik, dan Pesandian Kabupaten
Halinahera Selatan inerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
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bertanggung jawab kepada Bupati melalu1 Sekretans Daerah
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian terdin atas
a Dinas,
b Sekretariat Dinas, terdirt dari

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan

2 Kelompok Jabatan Fungsional

Bidanig Konuiukas:, dan Kelonipok Jabatan Fungsonal,

Bidang Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Statistik, dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Bidang Persandian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
g Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(2) Bagan Susunan Organisast Dmas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
lampiran Peraturan Bupati im
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Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4
Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitk dan Persandian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh secrang Kepala
Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
utusan peinentdiian & biddng Koinuwikas:, niorinatlka, Siadstik adi
Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistk dan Persandian menyelenggarakan

fungsi

1 Perumusan kebijakan daerah Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan reisaiidiaui,

1 Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian,

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah
Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian,

3 Pembmaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian,

4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsmya
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Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 6
Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam 1nelaksanakan perumnusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan melputi keuangan,
hukuin, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
pembiidan Ketatausahaan, kedrsipan, ke uinaliddinggddi, Kepegawauadl,
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admimstrasi di
hngkungan Dmas Komunikasi, Informatika, Statisttk dan Persandian

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6,

Sekretariat inenyelenggarakan fungsi

1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan
daii anggaiain @b ungXuiigan Duias Kormmiikasi, Infouniiatika, Statistik
dan Persandian,

2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang mehputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dmas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

3 Pengordinasian, pembmaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
Imgkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksaiiaanl advoxdas: nukwii 4 imgRuifgan  Duoias  Komuikas:,
Informatika, Statistik dan Persandian,

S5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemnerintah
(SPIP) dan pengelolaan informas: dan dokumentasi,

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian,

7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan
Laporan Keuangan Dmas,

(o5]

Peiigelolaani kepegawa;aﬁ di hngkufg‘ 1 Duias Komuiiikas:, nfounis tuca,

Statistik dan Persandian,

9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

10 Pengendahian pelaksanaan tugas UPT, dan

11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Pasal 8
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ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
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bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan,
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
2 Penylapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi
umum dan kepegawaian,
Pengelolaan data kepegawaian dinas,

w

Paiyiapain bahaii mutas: pegawar dmas,

Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,

Penylapan bahan pembinaan pegawai dinas,

Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,

Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan

perpustakaan dinas,

Penylapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisast,

ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,

Pelaksanaan pelayanaii admmistras: péikantoan,

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian
umum dan kepegawalan, dan

14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya
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Paragraf 3
BIDANG KOMUNIKASI

Pasal 10

Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dmas dan mempunyair tugas penylapan perumusan dan
pelaksaiidaui KebrjaRan, penyusSuiiaui iioniia, standea, prosedur dain Kiiténa,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisy, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pengelolaan opimi dan aspirasi pubhk di hngkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten hntas sektoral dan
pengelolaan media komunikas! publik, pelayanan iformasi pubhk, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikas: publik dan
penyediaan akses informasi

Fasal 11
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,
BidangKomunikas1 menyelenggarakan fungsi
1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirast publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi
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untuk mendukung kebijakan nasional dan pemermtah daerah,
penyediaan konten lmntas sektorai aan pengeiolaan media komumnikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di1 kabupaten,

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengeloiaan opini
dan aspiras1 publik di imgkup pemerintah daerah, pengelolaan mnformasi
untuk 1mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektorai dan pengeloiaan media komunikasi
publik, pelayanan informas: publik, iayanan hubungan media,
penguatanl kapasitas swinbér Gaya KomwuKas: pubhk dan peényediaan
akses informasi di1 kabupaten,

3 Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritena
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opm dan aspirast publhik di
lingkup pemerintah daerah, pengeioiaan informas: untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektorai dan pengeloiaan media komunikas: publik, peiayanan informasi
publik, iayanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informas: di kabupaten,
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pengeioiaan opini dan aspirast publik di imgkup pemerintah daerah,
pengeiolaan 1nformasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten imtas sektoral dan pengeiolaan
media komunikasit publik, pelayanan informasi publk, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
dan penyediaan akses informas: di kabupaten,

5 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan
aspirast publik di lingkup pemerintah daerah, pengeioiaan informasi
untuk  mendukwig kebyakan naswnal dan pemenmtah  daeral,
penyediaan konten lintas sektorai dan pengelolaan media komunikasi
publik, peiayanan informasi publik, iayanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di kabupaten, dan

6 Pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oieh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 12
Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
dipimpin oieh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada
Kepala Dmas dan mempunyai tugas penylapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kritena,
dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster
wetuvery cemer & TIK, layanann peiigeinvangani ntranet dann pengguiaan
akses 1nternet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten,
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layanan keamanan informas: e-Government, layanan manajemen data dan
informas: e-Government, iayanan pengembangan aan pengelolaan apiikasi
generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemnerintahan, penyeienggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah
kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemernntah daerah dan
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bag lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten

Pasai 13

™ 1. .. PP, PP R P e e i | -t .1 P, i P——— 10N
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Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi

1

penylapan bahan perumusan kebijakan di bidang iayanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, Ilayanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi mntra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi
e-Government, iayanan manajemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengeioiaan aplikasi generik dan spesifik
dan supiemen yang terintegrasi, integrast Ilayanan publik dan
Kepeinewitalidn, penycrliggaidan ekosistein NIk omat  Civy,
penyeienggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domamn dan sub
domain bagi lembaga, peiayanan publik dan kegiatan kabupaten,

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah kabupaten, iayanan keamanan informasi
e-Goveiririent, layanai nidiajenien data dan wnfouniiasi e-Gouveniinent,
layanan pengembangan dan pengeiolaan aplikasi generik dan spesifik
dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyeienggaraan ekosistem TIK Sinart City,
penyeienggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domnain dan sub
domain bag: lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten,

penylapan bahan penyusunan norma, Standar, prosedur, dan kritenia
péryeienggaiaaur & bvidang layanai anfiastuktwe dasai data centey,
disaster recovery center & TIK, layanan pengemnbangan intranet dan
penggunaan akses 1nternet, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah kabupaten, layanan keamanan informas: e-Government,
iayanan manajemen data dan informasi e-Governinent, layanan
pengembangan dan pengeloiaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyeienggaraan ekosistem TIK Smnart City,
penyeienggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

PO R, 1L womdom o Y d PO = e e o e, IINITS
pehiciitan Kaoupatéilyy Kota, peéngeénivaiigain Swilueél  daya  1n
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pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
aomain bagl iembaga, pelayanan pubitk aan kegiatan kapupaten,

4 Penylapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi mtra pemerintah kabupaten, layanan
keamanan nformasi e-Governinent, layanan manajemen data dan
informast e-Government, layanan pengemmbangan dan pengelolaan
aplikas: generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, mtegrasi
layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK
Smart City, penyelenggaiaanir Govermumnernit Cluer Iforimation Officer
(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan suinber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten,

5 Pemantauan, evaluasi, dan pelappran di bidang layanan infrastuktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem
komunikasi mntra pemerintah kabupaten, layanan keamanan mnformasi
e-Governinent, layanan manajemen data dan mmformasi e-Governinent,
layanan pengeéiangan danl pengeldlaau: aphkas: genenk dan spesiik
dan suplemen yang terintegrasi, integrast layanan pubhk dan
kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,
penyelenggaraan Governimnent Chief Information Officer (GCIO)
pemerintah  kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan nasyarakat, layanan nama domain dan sub
domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, dan

6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 5
BIDANG STATISTIK

Pasal 14

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh sebrang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebuakan,
koordinas1 dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan
kKiitena, pembeiien biihingan tekns dail supervisi, peimaiiadan, ainalisis,
evaluasi dan pelaporan urusan pendataan dan pengolahan data statistik
sektoral, analisis statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral

Pasal 15
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14,
Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi
1 Penylapan bahan penyusunan rencana kerja bidang Statistik sektoral,
analisis statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral
Penyiapan bahan perwnusan Kebijakan tekins brdang Statistik sekioial,
analisis statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral

ND
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Pelaksaan penetapan perancanaan tekmis oprasional program
pengumpulan data stausuk sektoral, pengolahan data dan analisis
statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah,

Pelaksaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data
statistik,

Pelaksanaan koordinasi lintas OPD secara periodik, penyelenggaraan
statistik sektoral di ingkup Daerah, dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Paragraf 6
BIDANG PERSANDIAN

Pasal 16

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,
dpmpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas dan mempunyair tugas meuyelenggarakan persandian untuk
pengamanan nformasi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16,
Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi

1
2

Perumusan kebnakan teknis bidang persandian

Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di bidang persandian,

Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah
Daerah

Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan
informas1 yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi,
pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak
persandian pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan
jaringan komunikasi sandi,

Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi
antar perangkat daerah di Imgkungan kabupaten,

Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi
sandi,

Penyusunan peraturan tekmis pengawasan dan evaluast terhadap
pelaksanaan pengelolaan informas: berklasifikasi, pengelolaan sumber
daya persandian operasional pengelolaan komunikas: sand: dan
operasional pengamanat komunikas: sandi,

Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi,

Pengelolaan informasi berklasifikasi melalu1 pengklasifikasian dan
pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah

10 Pengelolaan proses pengamanan informas: milik Pemerintah Daerah,
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12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

(1)

= ik 2

Penginman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi
berklasifikasi,

Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi,
Penmgkatan kesadaran pengamanan informast di lingkungan
Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi,
asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar,

Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak
dan perangkat keras persandian,

Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam
rangka operasional komumnikasi sandi1 antar perangkat daerah i
Imgkungan kabupaten,

Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam
rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan kabupaten,

Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada
komunikasi sandi antar perangkat daerah di Imgkungan kabupaten,
Perancangan pola hubungan komunikas: sand:i antar perangkat daerah
d1 lingkungan kabupaten,

Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalas:1 penting/vital/
kntis melalu1 kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan
persandian lainnya,

Pengamanan informasi elektronik,

Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan
informasi dan komunikasi,

Penyusunan mstrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan 1nformasi berklasifikas;, pengelolaan sumber daya
persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, operasional
pengamanan komunikasi sandi,

Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan 1nformasi berklasifikas;, pengelolaan sumber daya
persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional
pengamanan komunikasi sand: sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman
dan Fungsional Operator Transmist Sandi (OTS), dan

Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

Pada Dinas dapat dibentuk Umit Pelaksana Teknmis (UPT} untuk
melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu sesuai dengan keinampuan daerah



(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

19

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipmpmn oleh kepala UPT
yang perada dibawah aan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pengaturanlebih lanjut mengenai Unmt Pelaksana Teknis diatur dengan
Peraturan Bupat: tersendiri

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi

Pasal 1S
Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon
IIb,
Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa,
Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IlIb,
Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Dmas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian /Bupati

(1)

(2)

TATIYY
DD v

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggy pratama, pejabat
administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fwigsional,
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesual dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dalain pelaksanaan tugas dan fungs: jabatan
pimpinan tinggl pratama sesuar dengan bidang keahlian dan
keterampiian,
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja
organisast

Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara
berjenjang Kepada kepala dinas

(6) Pejbat fungsional yang ditunjuk sebagar Tim Kera sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas

(7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdir1 dan
a Ketua Tim, dan
b Anggota Tim

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan
tugas sebaglamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan
perangkat daeiah yaug 1nembrdang:

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagar anggota Tim Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan
berbaga1 latar belakang kompetens: yang ada pada unit organisasi
tersebut atau diluar umt organisasi, untuk mengoptimalkan
pencapalan tujuan organisasi,

(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dart penyetaraan jabatan dalam
melaksanakan mekanisme koordinasi1 dan pengelolaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nila1 Angka Kredit 25%0
dau1 Angka Kredit Kuimulatf

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 22
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon [V) terkena
dampak dart pelaksanaan penyederhanaan birokras), berkedudukan
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
a Umt Kera yang masii meiubk: Jabatan Adimmusirator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator atau Eselon Il
b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Admimstrator, jabatan
pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama atau Eselon I
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak
dart pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
(3) Jabatann Felaksana ditetapkan: olehh Pejabat Pemibma Keépegaweuan,
Bupati
(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian wapb menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta
dengan nstansi lain di luar hingkungan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Pesandian sesual dengan tugas masing-masing

Pasal 24
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas sesual dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, dan
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dukuti1 dan dipatuhi1 oleh bawahan secara bertanggung jawab serta
dilaporkan secara Dberkala sesuai dengan ketentuan peraturan
pe1 widang- widaiigari
Pasal 25
Setiap Pimpinan Satuan Orgamisast di lingkungan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Pesandian wapb mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

rasal 26
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
Dengan berlakunya peiatwarn Bupati wnu, pej@bat yang menduduk
Jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupat1 1m1

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang
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Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisast Perangkat
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal29
Peraturan Bupati in1 mulai1 berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap
orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 1/ —oppyapr; 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN
/‘{,f D N

Diundangkan di Labuha

pada tanggal 4 - 2023

mehruari

_SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

\

U InSAFUL TORUY, MP
Nip=#9651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

Salman Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TED

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip 19830702 200812 1 002
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